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REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH

OOMBUDSMAN LATAR BELAKANG

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

“Penyelenggara berkewajiban menyusun dan

menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan

kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan
kondisi lingkungan”

“Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar
pelayanan sebagaimana dimaksud”




OMBUDSMAN KENDALA UTAMA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH

Rendahnya Implementasi Kepatuhan

Standar Pelayanan Publik HIPOTESA:

/

Kepatuhan
RENDAH

i

Inefisiensi
Birokrasi

Korupsi

Maladministrasi
TINGGI

Vo &

LITAS PELAYA

ANG RENDA

Kualitas Pelayanan
Publik RENDAH

Kepercayaan Publik Terhadap Aparatur dan Pemerintah
Menurun, sehingga Berpotensi Mengarah pada Apatisme Publik



REPUBLIK INDONESIA /
PERWAKILAN JAWA TENGAH ,

‘ )OMBUDSMAN MAKSUD DAN TUJUAN _

Maksud Tahapan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik

Mencegah terjadinya tindakan
maladministrasi pada Unit Layanan Publik
Pemerintah Pusat & Daerah dengan upaya
pemenuhan komponen standar pelayanan
sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 Efektivitas dan
tentang Pelayanan Publik; Kualitas
Mengetahui efektivitas dan uji kualitas

_ Penetapan SPP
penyelenggara pelayanan publik;dan

TUJ el Implementasi SPP

“Penilaian kepatuhan dimaksudkan untuk

mendorong pemenuhan terhadap standar Penyusunan SPP
pelayanan publik dalam rangka mempercepat

peningkatan kualitas pelayanan publik”.

Tahapan e
diobservasi ol¢
Ombudsman RI




REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH

OOMBUDSMAN PRINSIP STANDAR PELAYANAN PUBLIK

1. Sederhana
SP harus mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan,
diukur, dengan prosedur yang jelas.
2. Partisipatif
Penyusunan SP harus melibatkan masyarakat
dan pihak terkait.

3. Akuntabel
Hal-hal yang diatur dalam SP harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

4. Berkelanjutan
SP harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai

upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
5. Transparansi

SP harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
6. Keadilan
SP harus menjamin bahwa pelayanan dapat menjangkau
semua masyarakat.
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REPUBLIK INDONESIA
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\g DPMPPTSP \ ' r DPMPTSP % Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
MEKANISVIE BELAVANANEERIZINAN) R T EAL AT P TERRADY SaTu P B CZ S
rJULn n . KOTA SALATIGA B Tolp. (0281) 627965, 624521
PADA DEMEETS P [AEURATEN BANVUMAS)

Fax. (0281) 624521
Yon e-Mail : dpmpptsp@banyumaskab.go.id

Daftar Perizinan

Seksi - seksi Pelayananan Bidang Penyelenggaraan Kepala Perangkat
Pemohon | perizinan dan Nonperizinan | “GiNepeinan | DPMPPTSP | Daerah Teknis (NIl - . PRODU K LAYANAN PADA

["sBersama dengan Tim |

Mudal Teknis Mclnhwr;akan Memberikan
[l - pecTsan TR 2 Pertimbangan / enis lzin Permohonan )
Mengjsi Formulir | | | Menerima Formulie danMembuat Rekomenda Teknis | Il | Izin Anotek Baru '
&melengkapl [ permohonan dan Berita Acara

berkas meneliti berkas * Menylapkan Rancangan

¥ 3 Keputusan Pemberian

{ ——l Izin/Tanda Daftar atau

Tidak Surat Penolakan
Lenghag e Pemberian izin : Jenis lzin Jangka

Waktu

Menyiapkan Rancangan | | [Mengoreksi Rancangan

Keputusan Pemberian keputusan Pemberian 1 | lainPrinsip Modal ( Gratls
™ lzmsnuz‘(dgc%aof!?k:]zmu 1l 3:5\?51\11:!'!‘(:“‘:23('.:&" Dasar Hukum Periyﬁman Formulir 2 Izin Prinsip Perluasan Modal { Modal) 2 Hari Gratis
Pemberian izin Pemberian lzin Syaratsyaratyang harts d\-DEﬂUh\' R 3 | lzinPrinsip Modal (| Modal) 2Hari Gratis
Membayar retribusi | | Meregistrasi ™ Menandatangani ' 4 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Pendaftaran Penanaman Modal Alih Status) 2 Harl Gratis
Ll "ef’z‘;;‘,’r‘;;‘d:ﬁgﬁ'r‘a" . "“f;’k“}‘,’;‘;‘d’:“of’f‘ S 1. Surat yang mengatakan status bangunan dalam bentuk hak milk sewa kantor &, |tan Usaha Utk Derbagal sior Ueahia At Sk
.yuuY::.'?\i g::»‘::l')kan tau suraglmenohkan | atau Surat Penolakan 2. FOtOkODi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Demohoﬂ yang masin berlaku 6 | lzin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha 5 Hari Gratis
SO | ki 7 | 1ein Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha 5 Hari Gratis
3. Foto i IV b
8 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

4. Fotokopi lzin Gangguan HO (sesuai jenis kegiatan usaha) 6 Harl Gratis
5. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh penanggungjawab usaha,dan foto kopi KTP pinak ke tiga
selaku penerima kuasa

6. Formulir permohonan bermaterai Rp 6.000.- (enam ribu rupiah)

7. Daftar Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) apabila dibutunkan dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan nomor
surat izin kerja;

8. Asli dan fotokopi daftar terperinci alat perlengkapan apotek

9, Surat pernyataan darl apoteker pengelola apotek hahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker v

Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha

Izin Usaha Perdagangan (IUP) Gratis

Tanda Daftar Perusahaan (TOP) 1 Hari Gratis
Tanda Daftar Gudang (TDG) Gratis
Izin Usaha Angkutan

Gratls

13 | lzin Penyelenggaraan Reklame

a. lzin Penyelenggaraan Reklame Insidental 1Hari Gratis

b. lzin Penyelenggaraan Reklame Tetap Gratis

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Standar utama dalam pelayanan publik terdiri dari adanya informasi mengenali
Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Jangka Waktu Penyelesaian, Biaya,
serta Nama Produk Pelayanan.

Standar pelayanan hendaknya terpublikasikan di ruang pelayanan dan/ atau
website.
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Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

b B “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan

 PEMERINTAH I((ITA SAU\T'GA menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan

| : ;"
st DINAS PENANRMANIMODAL | \ (¥ {‘ pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam

=1 on '
" >  -‘§' AE_(PE[AY%N “RP!‘!],.“ SATU PINT“ # melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

ceey “@' Maklumat wajib dipublikasikan secara jelas dan luas”

MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan hendaknya memenuhi
usur kesiapan melayani dan kesiapan

s menerima sanksi sesuai dengan Peraturan
“DENGAN INI, KAMI SANGGUP :
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
SESUAI STANDAR PELAYANAN | Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
& YANG TELAH DITETAPKAN DAN 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
APABILA\TIDAK MENEPATIJANJLINL, & @
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI . Pelayanan, yang menyatakan bahwa,
Maklumat Pelayanan adalah pernyataan
tertulis yang berisi keseluruhan rincian
kewajiban dan janji yang terdapat dalam

Standar Pelayanan”

:{0298) 325639 Fax: (0298) 325639

. E- mall dpmptsp@salatiga.go.id
Website : dpmptsp.salatiga.go.id
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SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

A Ketersediaan informasi
pelayanan publik dalam
bentuk elektronik atau non-
| elektronik yang berisikan
‘ Informasi sekurang-

' kKurangnya mengenai profil
penyelenggara layanan,
standar layanan (produk

layanan, biaya, jangka
waktu, persyaratan) dan
maklumat layanan, guna
memberikan akses
Informasi kepada
masyarakat. Contohnya
dengan menyediakan
booklet, pamflet, website,
monitor televisi untuk
iInformasi, dan lain
sebagainya.
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PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BOOKLET PTSP

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU "-ELI- |- 2 |3
___ DAN PENANAMAN MODAL e fm Sl

(BPPT dan PM)




OMBUDSMAN SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS UMUM

REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH

Sarana, prasarana, dan fasilitas utama yang harus
disediakan oleh penyelenggara layanan antara lain
ketersediaan loket/ meja pelayanan bagi pengguna untuk
mengakses pelayanan publik, ketersediaan ruang tunggu
yang memadai, dan ketersediaan toilet yang layak untuk

Restrooms pengguna layanan.




OMBUDSMAN PELAYANAN KHUSUS DAN SARANA KHUSUS

REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH

Penyelenggara layanan juga
harus menyediakan pelayanan
kKhusus dan sarana khusus
bagi pengguna layanan
berkebutuhan khusus seperti
lansia, ibu hamil/ menyusul,
penyandang disabilitas, dsb.
Pelayanan khusus dapat
diberikan dengan memberikan
nomor antrian khusus pada
loket/ meja pelayanan khusus
atau memeberikan panduan
secaralangsung dengan
layanan jemput bola.
Sedangkan sarana
penunjangnya dapat berupa
ram, rambatan, kursi roda,
jalur pemandu, toilet khusus,

ruang menyusui, dll.
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Mekianisme Pelayanan Pengaduan

Jawaban

Pengaduan (6)

Aduan :

- Langsung

(1 Hari Kerja)

(5]

Merumuskan Tindak Lanjut
Penanganan Pengaduan
(2 Hari Kerja)

?

- Tertulis
- Telepon
- Email

ol sg

Mengkaji dan Mengi

e

PENANGANAN PENGADUAN

PERIZINAN ONLINE
Pemerintah Kabupaten Kebumen

Permohonan Izin  Informasi Perizinan

Home

Pengaduan

\ ‘” Kotak Pengadua
Layar Sentuh / /
Display Touch Screen
 Website
pmptsp.salatiga.go.id
ail 1

Pengaduan

Silahkan sampaikan pengaduan, saran, kritik, atau aspirasi melalui form di bawah ini

Jawaban Langsung
Kepada Pengadu

.

i

Form Pengaduan
Jenis Pengaduan Pilin Jenis Pengaduan
Nama Pelapor Nama
Alamat Pelapor Alamat
No Telp Pelapor
No HP Pelapor

Mengkonfirmasi dan Mengklarifikasi

Nama Pengaduan

Persyaratan :

1. Pengadu wajib menyebutkan nama lengkap dan alamat
yang jelas dan benar

2. Melampirkan foto copy identitas (KTP atau SIM)
untuk pengaduan melalui formulir pengaduan

3. Obyek yang diadukan harus jelas

4. Surat Kuasa bagi Pengadu yang menguasakan

Penanganan pengaduan pengguna layanan dapat
dilakukan dengan menyediakan sarana pengaduan

Pengaduan Melalui Peninjauan Lokasi .
(5 Hari Kerja)
AR <o R

5

- DPMPPTSP Kabupaten Banyumas
JI. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto Kode Pos 53116
Telp. (0281) 624521 Fax. (0281) 624521

(SMS/ Telepon/ Fax/ Email, dsb.), memberikan s A

informasi terkait mekanisme/ prosedur penanganan &8
pengaduan, dan menyediakan pejabat/ petugas  Kaikaa:
pengelola pengaduan. '

o=

__PENGADUAN




OMBUDSMAN SARANA PENGUKURAN KEPUASAN PELAYANAN

REPUBLIK INDONESIA
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&« APAKAH ANDA €D

| Puas Dengan Pelayanan Kami ??
Silahkan Tulis n, Pes: an & Juga Kritik Serta Saran Anda

UNTUK PEHDAIKAI PELAYAMAH DAN DEMI KEMAJUAN BERSAMA

'DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. PEMALANG \

Guna penilaian kinerja, penyelenggara layanan
dapat menyediakan sarana survey kepuasan
masyarakat yang dapat direkap selama satu

bulan sekali untuk melakukan evaluasi terhadap

kualitas pelayanan yang diberikan kepada
pengguna layanan.
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OOMBUDSMAN SARANA PENGUKURAN KEPUASAN PELAYANAN

“Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas
sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik”

N\
» Pasal 15 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

“Pelaksana berkewajiban melakukan evaluasi dan membuat laporan

keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala”

N\
» Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

“Masyarakat berhak memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara
dan pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang

\diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan”

» Pasal 18 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009



OMBUDSMAN VISI, MISI, DAN MOTTO

LIK INDONESIA
gEEIg’V\ll’JA?(ILAN JAWA TENGAH

Penyelenggara
layanan perlu
DINAS PENANAMAN MODAL UA PlAYANIN TERPADU SATU PINTU men yam p al kan

1. ahlawan Nomor 136 olp. (0287) 385912, 385925 Fax. (0287) 385925 S0 1<l d
wunummmum 4“/ V|S|, m |S|, an

motto
MOTTO PELAYANAN
Permudah dan jangan dipersulit, bahagiakanlah dan jangan dibuat susah, p e I a,y an an

VSO IS secara jelas
vl kepada

Mewujudkan Pelayanan Prima Dalam Perizinan Untuk

Mengembangkan Investasi Yang Berdaya Saing Tinggl. m aS y ar ak at
MISI:

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, trampil p e n g g U n a

dan profesional dalam memberikan pelayanan perizinan dan

informasi investasi/penanaman modal daerah; I ay a n a n .

. Memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan kepada
masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;

. Mengutamakan kejujuran, kedisiplinan dan koordinasi dalam A p ab I I a. S U at u

pelaksanaan pelayanan perizinan dan penerapan kerjasama

penanaman modal; O P D b 8| um

. Melakukan penelitian, pengkajian dan pengolahan data dalam
menggali potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat;

. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan, m em I | I kl V I S I y

penanaman modal dengan tetap memperhatikan aspek

keseimbangan lingkungan hidup serta sumber daya alam; | m | S | : d an m O tt O
" Pleicied ol sl et e | diri d t
X m munnh: masyarakat dan pelaku usaha tentang | S e n I rl ] ap a
mmerecres [ MeNnggunakan
industr, parwista, pertambangan den anerg, parkanan serta ! Nawacita atau
kelautan untuk meningkatan pendapatan masyarakat dan o L .
it d  visi misi dari
Kepala Daerah.

SALATIGA

= S *PEN ,'
%o peavanAN T

VISI
“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”

¥
MISI
\
. “Meningkatkan!kerjasama, daya saing daer
L . c— 0
dan daya tarik investasi, dan memperlu
0!3{05 lapangan pekerjaan” i

LU E-mail : dpmptsp@salatiga.go.id
\ “% Website : dpmptsp.salatiga.go.id
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Petugas penyelenggara layanan harus
menggunakan |D Card atau seragam
identitas dalam memberikan pelayanan
kepada pengguna layanan untuk
memberikan kejelasan pemberi layanan.




‘ ,OMBUDSMAN RENCANA TINDAK LANJUT? _

PERWAKILAN JAWA TENGAH

Pemerintah
Kabupaten
Kebumen akan
menjadi salah
satu locus

SURVEI
KEPATUHAN
2019

oleh
Ombudsman RI




PERWAKILAN JAWA TENGAH

< >0MBUDSMAN METODE SURVEI KEPATUHAN

02

= (QObservasi dilakukan
secara mendadak

01 03

Pendekatan = Mengamati Periode
Penelitian Ketampakan Fisik pengambilan data
. langibles
Kuantitatif . (Buktinoto)  Dilakukan secara
- . serentak (Juni —
Teknlkslz?sgglmbllan Juli 2019)

Cluster Sampling
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m I:larllabel Komponen Indikator m Variabel Penilaian Komponen Indikator
enilaian

Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan

‘ )OMBUDSMAN VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN

Persyaratan Penilaian Kinerja Pel
S Sistem mekanisme dan prosedur 6 elanggan
1 Produk Pelayanan 6 Visi, Misi dan Motto  Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan 2
Pelayanan K Ktu P lesai 12 8
Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Ketersediaan Motto Pelayanan 2.5
Biaya/ Tarif 12
Maklumat , Ketersediaan Petugas Penyelenggaran
i 9 Atribut 2.5
2 TR Ketersediaan Maklumat Pelayanan 12 menggunakan ID Card
Sistem Informasi Ketersed‘iaan Informasi Pelayanan Publik a) Pelayanan Terpadu Tingkat "
3 Sellayiainen [l Elektronik atau. NoneIeI-<tron|k (b‘o‘oklet, 12 Kementerian Lembaga
pamflet, website, monitor televisi, dll) +#pel du B - = du Tinekat
Sarana dan Ketersediaan ruang tunggu 3 Pe ayana.n_Terpa u b <‘aayanan €rpadu ting a. 7
4 Prasarana Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan 2 10 (Jawaban P|_I|f_1§n harus Direktorat Jenderal/Deputi
Fasilitas Ketersediaan loket/meja pelayanan 3 satu yang dipilih) c)  Pelayanan terpadu Tingkat c
Ketersediaan Sarana khusus bagi pengguna Direktorat/Direktur/Eselon IlI
layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, 5 Bukan Pelayanan Terpadu

5 Pelayanan kursi roda‘n, jalur pemandu, toilet khusus, ruang NILA TINGKAT e
Khusus menyusui, dll) KEPATUHAN *) Bobot didapatkan

Ketersediaan Pelayanan khusus bagi pengguna 5 055 RENDAH MERAH melalui survei
layanan berkebutuhan khusus pendahuluan kepada

: Kementerian & 100 pengguna layanan
Ketersediaan Sarana Pengaduan c 56 -88 SEDANG KUN'NG Lembaga +%) Variabel yang
(SMS/Telpon/Fax/Email, dll) 89 —-110 TINGGI khusus digunakan

i i i ada entitas
6 Pengelolaan Ketersedlafan informasi prosedur dan tatacara 3 0-50 RENDAH MERAH zementerian/
Pengaduan penyampaian pengaduan ;
51 - 80 SEDANG KUNING Pemerintah  1embaga
Ketersediaan Pejabat /Petugas Pengelola 5 Daerah xx*) Berbasis pada

kurva normal

Pengaduan 81-100 TINGGI
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< >0MBUDSMAN HASIL SURVEI KEPATUHAN TAHUN 2018

PERINGKAT KABUPATEN/ KOTA SKOR VAGL\\ 2N B I

Kabupaten Pemalang 99,70 - 3 4 A -

2 Kabupaten Banyumas 99,23 - 42 22?

3 Kabupaten Kudus I *€€7° 64 Kabupaten Tojo Una Una (79,92)

4 Kabupaten Batang 94,05 - 65. Kabupaten Lampung Timur (79,73)

5 Kota Salatiga 0227 | 66. Kabupaten Bogor (78,75)

6 ‘b D 89,16 - 67. Kabupaten Kebumen (78,15)

. —— 87 45 - 68. Kabupaten Sekadau (78,12)

’ 69. Kabupaten Kerinci (78,04)

8 Kabupaten Tegal 84,86 - 70. Kabupaten Penajam Paser Utara (76,37)

9 Kabupaten Temanggung 8445 | 71. Kabupaten Sukamara (75,93)

10 Kabupaten Boyolali 84,25 - ’ ; 72. Kabupaten Musi Banyuasin (75,62)

1 Kabupaten Sragen 82 05 - 73. Kabupaten Tabalong (75,07)

' 74. Kabupaten Belitung (74,79)

— ReptpaleniSemarang s141 [ 75. Kabupaten Bandung Barat (74,46)

13 Kabupaten Kebumen 78,15 76. Kabupaten Sigi (74,20)

14 Kabupaten Karanganyar 65,26 77. Kabupaten Kotawaringin Barat (74,05)
78. Kabupaten Sumenep (73,89)

15 Kab Kendal 60,87 _

abupaten enca 79. Kabupaten Barito Kuala (73,82)
16 Kabupaten Wonosobo 54,88 80. Kabupaten Karimun (73'77)
17 Kabupaten Klaten 52,34 81. Kabupaten Murung Raya (73,52)
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OOMBUDSMAN SAMPLING HASIL PENILAIAN KAB. KEBUMEN

DISDUKCAPIL

DISDIK



Akta Kelahiran.pdf
Akta Kelahiran.pdf
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).pdf
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).pdf
Izin Operasional Sekolah SMP.pdf
Izin Operasional Sekolah SMP.pdf
Izin Mendirikan Bangunan (IMB).pdf
Izin Mendirikan Bangunan (IMB).pdf
Surat Tanda Daftar - Izin Operasional LKSA - Panti Asuhan.pdf
Surat Tanda Daftar - Izin Operasional LKSA - Panti Asuhan.pdf

PERWAKILAN JAWA TENGAH Republik Indonesia / H
‘
Jl. Siwalan No. 5, Wonodri, Kota Semarang O
Telp./Fax: (024) 8442627
@@@ e
E b @ombudsman Jawatengah OmbudsmanRI137
f- l? ? E @jateng@ombudsman.go.id @ @ @O 8 P

REPUBLIK INDONESIA Ombudsman
Ombudsman RI Jawa Tengah
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